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Imbas Rapat APBD Perubahan 2022 Telat, Pemprov 

DKI Batal Kucurkan Dana Rp823 Miliar ke BUMD 
Erick Tanjung | Fakhri Fuadi Muflih 

 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta batal mengucurkan dana Rp800 miliar untuk berbagai BUMD dalam 

bentuk Penyertaan Modal Daerah atau PMD. Penyebabnya adalah rapat pembahasan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan atau APBD-P yang telat diadakan. 

Dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Prioritas 

Plafon Anggaran Sementara atau KUPA-PPAS 2022, Pemprov DKI sempat mengajukan perubahan nilai 

PMD dalam APBD-P 2022 menjadi sekitar Rp6,359 triliun. Nilainya bertambah Rp832 miliar dari 

sebelumnya sekitar Rp5,535 triliun. 

Pengajuan ini sempat dibahas dalam Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) DPRD DKI bersama eksekutif 

pada Kamis (20/10) lalu. 

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, APBD 2022 tak bisa diubah karena 

berdasarkan aturan pengesahan maksimal dilakukan pada 30 September 2022. Sementara, pembahasan 

dalam Rapimgab baru dilakukan 20 Oktober. 

Akhirnya, APBD-P akan diterbitkan lewat Peraturan Gubernur, bukan Peraturan Daerah (Perda) seperti 

normalnya. Dalam kasus ini, tak boleh ada perubahan anggaran kecuali untuk keperluan darurat dan 

mendesak. 

"Ini kan sifatnya cuma pergeseran dari alokasi anggaran tidak darurat, digeser menjadi program program 

yang bersifat darurat. Sementara, nominal angkanya tetap seperti yang tertera dalam penetapan APBD 

2022," ujar Gembong saat dikonfirmasi, Selasa (25/10/2022). 

Dalam Rapimgab bersama eksekutif, Gembong mengakui memang sempat ada usulan perubahan PMD 

untuk BUMD lewat rekomendasi dari Komisi B dan C. Namun, keputusan akhirnya pimpinan DPRD 

memutuskan tak ada perubahan PMD. 

"Ternyata, setelah kita bahas di banggar, kan tidak memungkinkan di dalam pergeseran, bukan perubahan, 

pergeseran APBD, ada PMD," ucapnya. 

Alasan lainnya, berdasarkan aturan penambahan nilai PMD dalam APBD-P disebut Gembong memang 

tidak bisa dilakukan kecuali memang ada surplus dalam APBD. Sementara sampai saat ini proyeksi 

pendapatan dalam APBD baru sampai 40 persen. 

"Sementara ini kita baru mendapatkan kira-kira 40 sekian persen dari total pendapatan daerah DKI. Jadi 

belum bisa dikatakan surplus sehingga untuk alokasi PMD (dalam APBD-P) semua di-nol-kan," tuturnya. 
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Diberitakan sebelumnya, DPRD DKI Jakarta menggelar Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) bersama 

eksekutif di ruang paripurna DPRD DKI, Kamis (20/10). Pertemuan ini bertujuan untuk membahas dan 

sinkronisasi Rancangan Perubahan/Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 

(APBDP) tahun 2022. 

Kendati demikian, pembahasan soal APBDP ini sebenarnya telat dari jadwal yang seharusnya. 

Berdasarkan pasal 317 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, 

pengambilan keputusan Raperda tentang Perubahan APBD dilakukan paling lambat tiga bulan sebelum 

berakhir tahun anggaran. Artinya batas waktu yang diberikan untuk mengesahkan APBDP DKI tahun 2022 

adalah 29 September 2022. 

Masalah terlambatnya pembahasan APBDP ini juga disorot oleh Ketua Fraksi PKS DPRD DKI, Achmad 

Yani. 

"Pada saat ini kita sedang melakukan pembahasan berkaitan dengan masalah anggaran, apa yang kita 

lakukan memang ini tidak sesuai dengan waktu yang memang sudah disiapkan," ujar Yani dalam rapat 

tersebut. 

Karena sudah terlambat dari aturan, maka pengesahan APBDP 2022 ini harus dilakukan hanya lewat 

Peraturan Gubernur (Pergub), bukan Peraturan Daerah (Perda). 

"Artinya memang bagi kita kan melakukan kegiatan ini sudah lewat ya. Karenanya tidak lagi menggunakan 

perda tetapi menggunakan Pergub," kata Yani. 

Karena tak menggunakan Perda, maka Yani menyebut pergeseran atau perubahan program atau nilai 

anggaran dalam APBDP hanya bisa dilakukan untuk hal yang darurat dan mendesak (darsak) sesuai 

Peraturan Pemerintah (PP) nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Jika terjadi pergantian anggaran pada pagu yang tak penting, maka akan dianggap melanggar aturan. 

"Konsekuensinya adalah kalo dengan pergub bahwa kalau ada pergeseran-pergeseran maka yang harus 

dilakukan adalah kita melihat harus termasuk kategori darsak," ucapnya. 

"Ini tolong kita lihat kembali mana yang betul-betul dasar atau tidak. Jangan nanti yang tidak dasar 

kemudian masuk, ini akan jadi susah kita semua. Ini tolong jadi perhatian saya kira oleh pimpinan," 

tambahnya. 

 

 


